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Salah satu sumber pendapatan daerah adalah dari penerimaan retribusi. Kebijakan pengenaan retribusi
menjadi dominan dalam menyelenggarakan pelayanan publik, baik terhadap pelayanan barang dan jasa yang
termasuk barang publik maupun barang bukan publik. Seringkali pelayanan yang dilakukan sesungguhnya
tidak dibutuhkan oleh masyarakat. Dengan kata lain, kebutuhan terhadap pelayanan publik yang dikenakan
retribusi tersebut bukan merupakan kebutuhan masyarakat tetapi lebih kepada kebutuhan pemerintah.
Pendekatan yang digunakan untuk memaksakan diterbitkannya suatu pelayanan publik adalah pendekatan
kekuasaan.

<br /><br />

Tesisini berusaha menganalisis persepsi masyarakat terhadap kebijakan retribusi Kartu Tanda Penduduk
(KTP) di Propinsi DKI Jakarta. Kebijakan retribusi KTP di Propinsi DK Jakarta saat ini merupakan
kebalikan dari keadaan sebagai mana dilakukan oleh daerah lain. Menjelang akhir tahun 2000, Gubernur
Propinsi DK Jakarta menghapuskan retribusi KTP menjadi nol rupiah, berdasarkan tuntutan masyarakat
melalui perwakilannyadi DPRD Propinsi DK Jakarta.

<br /><br />

Analisis persepsi masyarakat terhadap kebijakan retribusi KTP di Propinsi DK] Jakarta dilakukan dengan
terlebih dahulu meneliti apakah kebutuhan memiliki KTP berada pada masyarakat atau pada pemerintah.
Setelah itu, apakah realitas kebutuhan memiliki KTP tersebut sudah sesuai dengan kebijakan pelayanan
KTP. Dengan kata lain, apabila kebutuhan mernjliki KTP tidak berada pada masyarakat, apakah kebijakan
mewajibkan masyarakat rnemiliki KTP sudah sesuai dengan readlitas di masyarakat. Selanjutnya,
menganalisis bagaimana suatu kebUakan dapat dikenakan retribusi dan kornponen produksi apa saja yang
dapat dijadikan dasar menghitung besamya suatu retribusi. Disamping tuntutan efektifitas dan keadilan,
pemerintah dituntut rnelaksanakan suatu pelayanan publik secara etisien. Untuk itu, komponen produksi
yang dijadikan dasar menghitung besarnya retribusi haruslah merupakan barang swasta. Komponen
produksi KTP yang tidak termasuk barang swasta tidak diikutkan sebagai dasar menghitung besarnya
retribusi.

<br /><br />

Untuk mengetahui kebutuhan memiliki KTP dan dampak sarnpingan KTP, digunakan pendekatan metode
kualitatif yang dikuantiiikasikan. K epada 300 responden tersebar di lima Kotamadyadi Propinsi DK
Jakarta, diberikan daftar pertanyaan untuk rnengetahui kebutuhan memiliki KTP dan dampak sampingan
KTP. HasiInya disgjikan dalam bentuk tabel frekwensi. Disamping analisis berdasarkan tabel frekwensi,
jugadilakukan analisis hubungan antar variabel kebutuhan rnemiliki KTP dengan karakteristik responden
untuk melihat kekuatan hubungan dan keberlakuannya pada populasi. Demikian halnya dengan hubungan
antara variabel dampak sampingan KTP dengan karakteristik responden. Sedangkan yang lainnya dilakukan
melalui pendekatan kualitatif bierdasarkan studi kepustakaan dan wawancara.
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<br /><br />

Berdasarkan hasil penelitian, kebutuhan memiliki KTP adalah bukan berasal dari diri sendiri tetapi lebih
kepada untuk mernenuhi persyaratan atau kewajiban. Untuk itu, kewajiban memiliki KTP sudah tidak sesuai
diberlakukan pada kebijakan pelayanan KTP di Propinsi DKI Jakarta. Sebagaimana proses kebijakan
sebagai suatu hirarki dari Bromley, maka kebijakan pelayanan KTP di Propins DK 1 Jakarta harus diubah
menjadi masyarakat tidak diwajibkan memiliki KTP. Selanjutnya ditemukan bahwa KTP merupakan barang
swasta yang memiliki eksternalitas sehingga dapat dikenakan retribusi. Dengan demikian, retribusi KTP
dapat diberlakukan kembali hanya kepada penduduk yang memohon sgja. Seluruh komponen produksi KTP
yang termasuk barang swasta dijadikan dasar menghitung besarnyaretribusi KTP di Propinsi DK Jakarta.
Komponen produksi KTP yang ticlak termasuk barang swasta Salah satunya seperti jasa pencetakan KTP,
tidak diikutkan dalam menghitung besarnyaretribusi KTP.



